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Guinea”, di bawah bimbingan Muhammad Nasir Badu, selaku Pembimbing I, 
dan Burhanuddin, selaku  Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan politik luar 
negeri yang tercermin dalam Border Liaison Meeting terhadap peningkatan 
keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Pada pemerintahan 
Presiden Joko Widodo, terdapat prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 
salah satunya terkait menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang tercermin dalam diplomasi perbatasan. Metode yang digunakan oleh penulis 
adalah tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. 
Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif 
dengan teknik penulisan deduktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  perhatian yang sangat tinggi 
terhadap wilayah perbatasan mengubah pandangan bahwa perbatasan merupakan 
halaman belakang sebuah negara, sekarang wilayah perbatasan merupakan 
beranda terdepan negara yang mencerminkan eksistensi  Indonesia. Pengelolaan 
perbatasan kemudian berdampak langsung kepada peningkatan keamanan 
nasional Indonesia karena didasari oleh kerjasama bilateral pengelolaan 
perbatasan untuk mengurangi ancaman dan permasalahan keamanan perbatasan 
Indonesia-Papua New Guinea. 
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 This study aims to describe the implementation of foreign policy as 
reflected in the Border Liaison Meeting to increase the security of the border 
between Indonesia and Papua New Guinea. During the reign of President Joko 
Widodo, there are foreign policies priority of Indonesia, one of them related to 
maintai the sovereignty of the Republic of Indonesia, as reflected in the border 
diplomacy. The method used by the writer is descriptive with data collection 
through literature. As for analyzing the data, the authors use qualitative analysis 
techniques with deductive writing techniques. 
 The results of this study indicate that very high attention to the border area 
to change the outlook, that border region was the backyard of a country, now the 
border region is the country's leading veranda which reflects the existence of 
Indonesia. Border management then has a direct impact on the improvement of 
Indonesia's national security because it is based on bilateral cooperation to reduce 
the threat of border management and border security issues between Indonesia and 
Papua New Guinea. 
 
 











BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
 Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai 
perbatasan tertentu, serta kedaulatan penuh yang mencakup seluruh wilayahnya. 
Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut 
di sekelilingnya dan angkasa diatasnya (Budiardjo, 2008: 51). Wilayah yang 
dimiliki oleh negara merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi negara 
tersebut. Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan 
kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di 
wilayahnya. Negara memiliki batas-batas sejauh mana negara tersebut berdaulat 
dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayah teritorialnya. 
 Negara yang memiliki wilayah yang luas akan menghadapi berbagai 
ancaman masalah terkait suku bangsa, ras, agama hingga geografis dan 
perbatasan. Dalam kaitannya dengan perbatasan, sebuah negara tentunya memiliki 
potensi tertentu untuk mendapatkan permasalahan dari adanya perbatasan 
tersebut. Hingga saat ini masih terdapat banyak sekali masalah perbatasan baik itu 
perbatasan darat maupun laut juga masalah klaim kedaulatan yang masih menjadi 
sengketa antara satu negara dengan negara lainnya.  
 Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama dan memiliki 
peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber 
kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan 
perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan.  
Beberapa hal tersebut kemudian menjadi kompleks karena dapat  bersinggungan 
dengan kedaulatan negara lain yang berbatasan secara langsung. 
 Perbatasan mengikat bersama-sama wilayah dan orang-orang yang hidup 
dibawah satu pemerintahan yang berdaulat, hukum, dan setidaknya tidak hanya 
terintegerasi secara administratif dan ekonomi tetapi juga ide terhadap negara itu 
sendiri. Jadi negara dalam hal ini merupakan instrument utama yang bertanggung 
jawab terhadap perbatasan yang mengikat kedaulatannya. Hal ini tidak dapat lepas 
dari perjanjian Wesphalia yang menjadi titik awal bentuk “negara” itu sendiri. 
Dimana dalam kedaulatan suatu negara tidak akan lepas dari konsep nasionalisme 
dan perbatasan itu sendiri yang dianggap sudah merupakan pemberian dari awal 
mulanya (Damarjana, 2014: 106). 
 Setiap negara yang bertetangga dan memiliki batas darat maupun laut, 
perlu mengetahui secara spesifik lokasi perbatasan, sehingga negara dapat 
menegakkan hukum dan aturannya masing-masing dalam wilayah kedaulatannya. 
Batas antar negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah 
negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif 
dalam suatu cakupan kawasan geografis.  
 Penetapan perbatasan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi 
peluang terjadinya konflik, dan dapat mengarah pada perjanjian internasional 
dengan fokus membangun wilayah perbatasan yang terkadang masih dianggap 
menjadi bagian terbelakang sebuah negara. Terdapat lima pokok yang menjadi 
tumpuan bagi pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan, yakni: 
manajemen, kedaulatan, aktivitas ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi 
pemerintah daerah setempat (Muradi, 2016). 
 Wilayah NKRI berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI 
berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan 
Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 
negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor 
Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia (BNPP, 
2012: 1). Berbagai perjanjian internasional telah dibuat untuk mengatur masalah 
perbatasan wilayah dengan negara-negara tersebut, namun secara tidak langsung 
Indonesia tetap mempunyai masalah yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan 
dan hukum mengenai perbatasan darat maupun laut. 
 Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau yaitu Pulau Kalimantan, 
Pulau Timor dan Pulau Papua yang masing-masing mempunyai karakteristik 
berbeda-beda. Salah satu provinsi yang memiliki perbatasan adalah Provinsi 
Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Sebelum 
mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di empat 
kabupaten yaitu kota Jayapura, kabupaten Jayapura, kabupaten Jayawijaya, dan 
kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka 
kawasan perbatasan di Papua terletak di lima wilayah kabupaten atau kota yaitu 
kota Jayapura, kabupaten Keerom, kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten 
Boven Digoel dan kabupaten Merauke, serta dua puluh tiga wilayah kecamatan 
(distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, kabupaten Keerom, pegunungan 
Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran  
(Bappenas, 2008: 8). 
 Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara 
sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Dimana letak geografis 
perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosial kultural, 
politik dan ekonomi antara kedua negara yang bersangkutan. Hal tersebut juga 
menyebabkan seringnya timbul masalah yang berdampak bukan saja kepada 
individu melainkan kedaluatan negara terkait dengan penggunaan garis perbatasan 
sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam negeri maupun hubungan luar 
negeri (Arisoi, 2012: 17). Wilayah geografi dan batas negara merupakan elemen 
utama dalam kehidupan suatu negara. 
 Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea diawali 
oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara 
Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Deklarasi ini 
menegaskan mengenai penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaan antara 
Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah tersebut  (R.J. May, 
1986: 22). Selanjutnya, penetapan perbatasan diantara kedua negara semakin 
banyak dilakukan yang ditandai dengan beberapa landasan berupa persetujuan dan 
perjanjian, salah satunya adalah Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai 
garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea yang 
ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973. Pemerintah Indonesia 
selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 1973.  Perjanjian tersebut merupakan bukti Indonesia ingin 
memperjelas wilayah kedaulatannya, dimana sejak Papua (Irian Jaya) masuk 
kembali dengan resmi ke dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, 
sangat perlu untuk segara menentukan batas wilayah dengan Papua New Guinea 
yang pada saat itu termasuk dalam wilayah kekuasaan Australia.  
 Bagi Indonesia, Papua New Guinea merupakan tetangga yang paling dekat 
dan hanya berbatasan darat, terlebih Papua New Guinea merupakan pintu gerbang 
Indonesia untuk memperluas pengaruh dan kepentingannya di Pasifik Selatan. 
Hubungan bilateral kedua negara telah berlangsung cukup baik. Sejak awal kedua 
negara telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan perairan, yang mana 
dalam sudut pandang Indonesia, Papua New Guinea dapat dijadikan mitra dalam 
memperkuat perekat bingkai dan memperkuat kedaulatan NKRI dan 
meningkatkan keamanan dalam negeri. Papua New Guinea pun memberikan 
respon yang positif dan berkeinginan kuat menjadi sahabat baik Indonesia.  
 Perundingan antara Indonesia dan Papua New Guinea untuk pengelolaan 
dan kerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan perbatasan ini terus 
berlangsung. Sikap kooperatif Papua New Guinea terhadap Indonesia itu dengan 
menandatangani Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation tahun 
1986 dengan pemerintah Indonesia. Kedua negara sepakat untuk tidak saling 
mengancam, atau menggunakan kekuatan untuk saling melawan satu sama lain 
dan tidak berkerjasama dengan negara atau pihak lain dengan maksud 
mengganggu atau melakukan yang melanggar hukum terhadap salah satu pihak 
atau mengijinkan wilayah masing-masing negara digunakan oleh negara atau 
pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian tersebut juga digunakan 
sebagai media konsultasi dan negosiasi jika terjadi sengketa diantara kedua negara  
(Epress, 1987: 286). 
 Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Papua New Guinea 
kemudian menjadi lebih baik. Selanjutnya sifat kooperatif kedua negara, 
membawa hubungan Indonesia dan Papua New Guinea menuju titik terang. 
Pasalnya, perjanjian-perjanjian di antara kedua negara terus berlangsung dan 
menghasilkan salah satu perjanjian paling penting, yaitu SOFA (Status of Forces 
Agreement) yang membawa kedua negara kepada kerja sama yang lebih baik 
dalam kegiatan militer, yaitu dengan melakukan latihan bersama dan melakukan 
pertukaran personil militer dan misi kekaryaan SOFA ini begitu penting bagi 
Indonesia dan Papua New Guinea. Perjanjian tersebut memberikan makna 
strategis pada kedua negara  (Yustiazari, 2014).  Sebab, dengan menandatangani 
perjanjian SOFA dengan Indonesia, Papua New Guinea akan dapat fokus pada 
isu-isu dalam negeri. Sementara bagi Indonesia, SOFA meningkatkan 
kemungkinan Papua New Guinea memberikan hak perbatasan bagi Indonesia 
untuk mengejar jejak OPM yang melewati perbatasan. Dengan adanya SOFA, 
membuat kedua negara lebih meningkatkan kesadaran untuk memlihara stabilitas 
politik dan keamanan. 
 Lebih lanjut, Indonesia dan Papua New Guinea telah melaksanakan 
beberapa forum bilateral baik berupa forum politis maupun teknis yang diwadahi 
dalam bentuk kelembagaan yakni JBC (Joint Border Committee) yaitu kerjasama 
komisi setingkat menteri, dan BLM (Border Liaison Meeting) yaitu sebuah 
kerjasama teknis setingkat pemerintah provinsi antara kedua negara. 
 BLM adalah forum tingkat pemerintah provinsi yang diselenggarakan 
antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah PNG, dalam menangani 
pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dan 
berkembang di wilayah perbatasan. Hal ini kemudian berpeluang menguatkan 
hubungan kedua negara, karena forum kerjasama tersebut merupakan agenda 
tahunan. 
 Terdapatnya  batas-batas kedaulatan yang  jelas antara Indonesia dan 
Papua New Guinea tidak menghilangkan terjadinya permasalahan keamanan. 
Hubungan kekerabatan dan adat yang melekat pada diri orang Papua dan Papua 
New Guinea, menyebabkan banyaknya pelintas batas tradisional (R.J. May, 1986: 
4). Hal ini berpotensi menyebabkan masalah keamanan, karena lintas batas 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab 
misalnya dalam penyelundupan  senjata dan amunisi hingga dimanfaatkan para 
pelaku kejahatan yang  ingin meloloskan diri. Hal ini tidak terlepas dari kondisi 
kawasan perbatasan misalnya  kondisi ekonomi dan sosial  masyarakat perbatasan, 
rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, hingga 
jumlah aparat keamanan yang belum proposional dibandingkan luas wilayah 
perbatasan sehingga mendorong terjadinya peningkatan pelanggaran batas 
wilayah oleh masyarakat kedua negara  (Faizi, 2016: 6). 
 Wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea juga merupakan 
wilayah yang rawan terjadi konflik dan isu separatisme, dimana tercatat muncul 
gerakan separatis yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam 
sejarahnya menginginkan kemerdekaan dari pemerintah Republik Indonesia yang 
muncul semenjak tahun 1965. Gerakan separatis merupakan salah satu ancaman 
bagi sebuah negara.  
 Beberapa permasalahan keamanan yang terjadi inilah yang kemudian 
mengubah orientasi politik luar negeri Indonesia, dimana sejak masa 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko 
Widodo yang memfokuskan pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan 
yang lebih baik. Indonesia kini mempunyai tingkat ketertarikan yang tinggi 
terhadap kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, dimana kawasan 
perbatasan memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional dan  
berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan 
kawasan perbatasan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi penduduk 
perbatasan dan akan berlanjut pada penguatan hubungan bilateral kedua negara. 
Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan 
merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. 
 Pada masa pemerintahan presiden Subilo Bambang Yudhoyono, 
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berupa pertemuan bilateral dengan 
Papua New Guinea yang tercermin dalam Border Liaison Meeting  tahun 2012 
dan 2013 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mengembangkan wilayah 
perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Hal penting lainnya yaitu, pada BLM 
tahun 2012 terdapat agenda peninjauan kembali Special Arrangements on 
Traditional and Customary Border Crossings yang menjadi salah satu landasan 
kerjasama antar kedua negara, dan di tahun 2013 terdapat pembaharuan landasan 
kerjasama lainnya yaitu Basic Agreement Between The Government of The 
Republic of Indonesia and The Government of The Independent of State of Papua 
New Guinea on Border Arrangement. 
 Selanjutnya, berdasarkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam lima 
tahun kepemimpinannya, terdapat tiga prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu 
menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga 
negara dan badan hukum, serta meningkatkan diplomasi ekonomi. Dalam prioritas 
pertama, diplomasi akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dimana pergaulan internasional harus didasari pada 
prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara. 
Pemerintah Indonesia juga akan lebih meningkatkan kehadirannya di wilayah 
perbatasan. 
 Pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan telah dilakukan sejak masa 
pemerintahan Soeharto, yaitu dengan menetapkan garis-garis perbatasan yang 
ditempuh melalui Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis 
Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea pada 12 Februari 1973. 
Dengan perkembangan dunia Internasional yang semakin dinamis, disertai dengan 
kepemimpinan Presiden yang silih berganti, kemudian berpengaruh pada fokus 
dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. 
 Prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa  
kepemimpinan Joko Widodo, dalam prioritas pertama terkait pembangunan 
wilayah perbatasan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memiliki peranan penting  dalam merangsang perkembangan 
wilayah perbatasan seperti pembangunan infratruktur seperti pembangunan akses 
jalan yang menghubungkan kedua negara dalam rangka meningkatkan 
perekonomian di daerah perbatasan, serta peningkatan keamanan seperti  
menguatkan kinerja pos-pos militer di perbatasan, imigrasi, bea cukai, karantina 
dan keamanan. Berbagai manfaat dari pelaksanaan politik luar negeri inilah yang 
diharapkan dapat mensejahterakan penduduk, tetap mempertahankan kedaualatan 
wilayah, memenuhi kepentingan nasional yan akan berdampak pula pada 
peningkatan keamanan di wilayah perbatasan. 
B.  Batasan dan Rumusan Masalah 
 Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan politik luar negeri pada masa 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko 
Widodo, terkait menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
tercermin dalam diplomasi perbatasan untuk membangun wilayah perbatasan 
Indonesia sebagai beranda terdepan. Penulis membatasi pembangunan yang 
dimaksud, yaitu terkait peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-
Papua New Guinea.  
 Terkait dengan periode waktu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 
pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penulis 
membatasinya sejak tahun 2012 hingga 2013. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya 
peninjauan kembali Special Arrangements on Traditional and Customary Border 
Crossings antara Indonesia dan Papua New Guinea di tahun 2012, dan 
pembaharuan Basic Agreement Between The Government of The Republic of 
Indonesia and The Government of The Independent of State of Papua New Guinea 
on Border Arrangement di tahun 2013. Kedua perjanjian tersebut yang kemudian 
menjadi salah satu rumusan dan landasan pemerintahan Joko Widodo dalam 
melanjutkan upaya pengelolaan perbatasan yang tercermin dalam penguatan 
diplomasi perbatasan. 
 Dengan batasan tersebut, berikut merupakan formulasi rumusan masalah 
yang dibahas dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana permasalahan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan 
Indonesia-Papua New Guinea? 
2. Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam 
peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New 
Guinea? 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui permasalahan keamanan yang terjadi di wilayah 
perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. 
b. Untuk mengetahui pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam 
peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New 
Guinea. 
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi 
akademisi serta para peneliti Ilmu Hubungan Internasional dalam 
mengkaji dan memahami masalah-masalah internasional terutama 
keamanan perbatasan. 
b. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan 
internasional, utamanya pemerintah, baik di tingkat nasional, 
regional, internasional bahkan daerah tentang pelaksanaan politik 
luar negeri Indonesia dalam peningkatan keamanan wilayah 
perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. 
D.   Kerangka Konseptual 
 1. Politik Luar Negeri 
Setiap negara tentunya mempunyai tujuan dan kepentingan nasional yang 
harus diaktualisasi dalam tindakan yang berdampak baik ke dalam negeri maupun 
luar negeri. Dalam upaya tersebut, negara harus dapat menjalin hubungan yang 
baik dengan negara lain di tingkat internasional. Dalam menjalin hubungan 
tersebut, maka negara memiliki politik luar negeri dalam rangka mencapai 
kepentingan nasional negaranya. 
Politik luar negeri yang merupakan instrumen pemerintah suatu negara 
berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya memiliki ragam definisi, salah satu 
definisi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No.37 
tahun 1999 Pasal 1 ayat 2  tentang Hubungan Luar Negeri, yakni: 
Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah 
pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam 
melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi 
internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam 
rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai 
tujuan nasional. (Undang-Undang Republik Indonesia No.37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri) 
 Pemahaman akan konsep politik luar negeri adalah dengan 
memisahkannya ke dalam dua komponen yaitu politik dan luar negeri. Politik 
(policy) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, 
atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Policy berakar pada konsep “pilihan (choices) yang 
berarti memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai 
suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” 
akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign). Keadulatan berarti 
kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar 
negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang 
ditujukan ke luar wilayah suatu negara  (Perwita & Yani, 2011: 48). 
 Menurut James N.Rosenau dalam bukunya The Scientific Study of Foreign  
Policy, menjelaskan bahwa dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, 
rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang 
mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat 
keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang 
terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada 
pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun 
internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan 
kapabilitas yang dimilikinya (Perwita & Yani, 2011: 49). 
 Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 
dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau 
unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan 
nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. 
Dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri, terdapat 
beberapa langkah, yaitu; (1) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke 
dalam bentuk, tujuan, dan sasaran yang spesifik; (2) menetapkan faktor situasional 
di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan 
luar negeri; (3) menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang 
dikehendaki; (4) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai 
kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan; (5) melaksanakan tindakan yang diperlukan; (6) 
secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah 
berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Plano & 
Olton: 5). 
 Setiap politik luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. 
Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui politik luar negeri merupakan 
formulasi kongkrit yang dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional 
terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki 
untuk menjangkaunya. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat 
umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. 
Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan 
wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton: 7). 
 2. Keamanan Nasional 
 Keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk 
ancaman bahaya dan ketakutan. Dalam konteks tradisional, keamanan sering 
diidentikkan dengan konteks ancaman fisik atau militer dan memfokuskan pada 
aspek negara. Namun kini konsep keamanan dapat dikaji sebagai pengaruh dari 
masing-masing posisi antara kekuatan dan perdamaian. Keamanan berkaitan 
dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Menurut Buzan, lingkup isu 
keamanan tidak lagi terfokus pada isu militer, sehingga Buzan mengkategorikan 
lingkup isu keamanan dalam 5 sektor, yaitu:  
1. Sektor militer (forceful coercion) 
2. Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan) 
3. Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial) 
4. Sektor sosial (collective identitiy) 
5. Sektor lingkungan (aktifitas manusia dan the planetary biosphere) 
(Buzan, 1998: 56). 
 Seiring dengan konsep baru tentang keamanan maka bergeser pula 
pandangan tentang ancaman terhadap keamanan, terutama keamanan nasional. 
Ancaman utama terhadap keamanan bukan lagi apa yang dipercaya oleh kaum 
realis datang dari kekuatan militer dari negara-negara, tetapi ancaman yang 
sifatnya non-militer maupun militer yang berasal dari aktor non negara. Buzan 
kemudian membuat lima kategori ancaman berdasarkan sektornya terhadap 
keamanan nasional, yaitu: 
1. Ancaman militer. Secara tradisional ancaman militer merupakan prioritas 
tertinggi yang menjadi perhatian dari keamanan nasional, hal ini 
dikarenakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata 
yang dapat memusnahkan apa yang telah di capai oleh manusia. Ancaman 
militer juga tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat tidak langsung 
ditujukan kepada negara itu, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan 
eksternal yang ditujukan kepada negara itu. 
2. Ancaman politik. Ancaman ini ditujukan kepada  stabilitas kinerja institusi 
negara. Tujuan mereka cukup luas, dari mulai menekan pemerintah lewat 
kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, menggerakan 
kekacauan. Target dari ancaman politik ini adalah nilai-nilai negara, 
terutama identitas nasional, idiologi, dan beberpa institusi yang berurusan 
dengan ini. Ancaman politik juga dapat bersifat struktural, yang secara 
spesifik muncul ketika terjadi bentrokan antara dua kelompok besar dalam 
negara dengan pemikiran yang berbeda. 
3. Ancaman sosietal. Ancaman sosial terhadap keamanan nasional biasanya 
datang dari dalam negeri. Keamanan sosial ialah mengenai ancaman 
terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas 
etnik. Masih menurut Buzan, ancaman sosietal dapat dibagi menjadi 
beberapa bentuk, yang secara mendasar yaitu: ancaman fisik (kematian, 
kesakitan), ancaman ekonomi (pengrusakan hak milik, terbatasnya akses 
lapangan kerja), ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak 
kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan 
pangkat, penghinaan di depan publik).Ancaman ekonomi. Masalah utama 
dari ide tentang keamanan ekonomi adalah berlangsungnya kondisi normal 
dari aktor-aktor pelaku pasar tanpa gangguan persaingan tidak sehat dan 
ketidakpastian. Ancaman ekonomi juga mengkaji masalah pengangguran, 
kemiskinan, keterbatasan terhadap sumber daya, dan daya beli rakyat. 
4. Ancaman ekologi. Merupakan ancaman dari  bencana alam seperti banjir, 
longsor, hujan badai, gempa bumi. Namun yang menjadi isu sentral 
keamanan ekologi adalah masalah aktivitas manusia yang merusak 
lingkungan seperti pemanasan global, efek rumah kaca, banjir, eksplorasi 
sumber daya alam secara besar-besaran dan terus menerus (Buzan & 
Herring, 1998: 147). 
 
 Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul Russia’s New National 
Security Concept (Januari 2000): The Threat Defined, mengemukakan bahwa 
para ilmuwan Russia mendefinisikan keamanan nasional sebagai keamanan 
seseorang, masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal, stabilitas 
keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga 
harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan 
eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan; kemajuan menyeluruh dari 
masyarakat dan warga negara (Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, 2010: 23). 
Sedangkan menurut Carl Oatley di dalam tulisannya yang berjudul Australia’s 
National Security Framework A Look to the Future, keamanan nasional  
didefiniskan sebagai National security involves much more than military defence. 
At a minimum it is fundamentally about the survival of society. Pushing the 
definition a little further , it is concerned with the creation of necessary political, 
economic, social, and enviromental condition within which the society might 
flourish (Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, 2010: 24). 
 3. Konsep tentang Perbatasan 
 Perbatasan antara negara adalah bagian dari penanda territorial yang 
memisahkan negara satu dengan negara lain, yang dalam derajat tertentu dapat 
menjadi sumber konflik antar negara. Perbatasan merupakan wilayah pertemuan 
bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. 
Dimana letak geografis perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik 
dalam aspek sosialkultural, politik dan ekonomi antara kedua negara yang 
bersangkutan. 
 Menurut A.E. Moodie, perbatasan memiliki dua istilah, yaitu boundaries 
dan frontier. Dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. 
Tetapi, dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai 
perbedaan makna. Menurut A. E. Moodie, boundaries diartikan sebagai garis-
garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. 
Sementara frontier merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang 
berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya  (Moodie, 1963: 
72). 
 Selanjutnya melengkapi pendapat Weiger dan Moodie, Kristof seorang 
ahli geografi politik dalam tulisannya yang berjudul The Nature of Frontiers and 
Boundarie (1982) membedakan boundaries dan frontier dimana frontier 
mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries lebih berorientasi ke dalam.. 
Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara frontier dan boundaries. 
Frontier merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu 
pihak, sedangkan boundaries merupakan suatu faktor pemisah. Boundaries berupa 
suatu zone transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga 
mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling 
berbatasan. Sedangkan frontier masih memungkinkan terjadinya saling 
interpenetrasi pengaruh antar dua negara yang berbatasan atau bertetangga  
(Kristof, 1959: 270). 
 Perbatasan antara negara juga menjadi penegas bahwa berdaulat atau 
tidaknya sebuah negara dapat tercermin dalam bagaimana pengelolaan 
pengamanan perbatasannya. Situasi tersebut mensyaratkan bahwa kesepakatan 
antara kedua negara atau lebih terkait dengan perbatasan menjadi penting bagi 
pengelolaan keamanan perbatasan masing-masing negara. Sebab, jika tidak 
tercapai kesepakatan terkait dengan hal tersebut, masalah klaim perbatasan 
menjadi salah satu sumber konflik dan perang terbesar dalam sejarah peradaban 
manusia. 
 Dalam tataran negara, batas wilayah merupakan persoalan kedaulatan 
negara. Perbatasan antar negara ditetapkan melalui garis batas negara , yakni 
sebuah garis imajiner yang merupakan bagian dari kesepakatan politik. 
Kesepakatan terkait dengan garis batas antar negara menjadi penting untuk 
menghindari ketegangan dan permasalahan dikemudian hari terkait dengan sistem 
internasional, di mana terdapat kepastian kedaulatan sebuah negara berawal dan 
berakhir. Penanda kepemilikan suatu negara atas wilayah serta potensi-potensi 
yang berada di dalamnya. Pentingnya pengenalan wilayah ini, dapat terlacak dari 
Boundary Making Theory oleh Stephen B Jones (1945), yang mengungkapkan 3 
tahap dari keseluruhan empat tahap pengelolaan perbatasan, yaitu Allocation, 
Delimitation, Demarcation, dan Administration. Khusus untuk lingkup 
administrasi, dalam perkembangannya telah bergeser ke arah pengelolaan 
perbatasan atau manajemen, dimana keempatnya merupakan satu rangkaian 
pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. 
Permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di perbatasan dan kawasan dapat 
disebabkan oleh beberapa kondisi, misalnya belum adanya batas yang disepakati, 
belum tuntasnya proses perundingan batasn, dan adanya kesalahan penafsiran 
terhadap batas yang sudah disepakati. 
 Menurut Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam 
Negeri, menyebutkan beberapa dimensi manajemen perbatasan yaitu; delimitation 
and demarcation, security and defence, intergovernment cooperation on specific 
area, border area development, institution, legislation, exit and entry point.  
Untuk dapat melaksanakan kedaulatan penuhnya di kawasan perbatasan, suatu 
negara berhak menolak segala campur tangan atau intervensi dari pihak atau 
negara lain. Demikian juga sebaliknya, Pemerintah tidak dapat melakukan 
intervensi terhadap kawasan yang bukan dibawah yursdiksi kedaulatannya. 
Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan 
antara suatu negara dengan pihak atau negara lain. 
 
 E.  Metode Penelitian 
 1. Tipe Penelitian 
 Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka 
penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian 
deskriptif ini, penulis mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai 
permasalahan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New 
Guinea dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan 
keamanan perbatasan di wilayah tersebut. 
 2. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library 
Research untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data didapatkan 
melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti 
internet, majalah ataupun surat kabar harian. Bahan-bahan tersebut dari beberapa 
tempat yang penulis akan kunjungi, yaitu: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
b. Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih di Jayapura 
c. Kepolisian Daerah Papua di Jayapura 
d. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi 
Papua di Jayapura. 
 
  3. Jenis Data 
 Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data 
sekunder dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, 
situs internet, institut dan lembaga terkait, serta hasil interview dengan 
narasumber yang ahli di bidangnya. Adapun, data yang dibutuhkan adalah data 
yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan 
politik luar negeri Indonesia dalam peningkatan keamanan wilayah perbatasan 
Indonesia-Papua New Guinea. 
 4. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
mengubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah 
argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat ananlisis kualitatif. 
 5. Metode Penulisan 
 Metode penulisan yang digunakan  oleh  penulis  ialah  metode  deduktif, 
yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian 
menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.  
 
 
